




e-Filling

e-Registration

e-Announcement

Peta Kepatuhan



LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah daftar seluruh

harta kekayaan Penyelenggara Negara / Wajib LHKPN (PN/WL) (beserta

harta yang dimiliki oleh isteri/suami dan anak yang masih dalam

tanggungan), yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

Apa yang dimaksud dengan LHKPN ?

Manfaat LHKPN

Kewajiban Undang-Undang

Awal Menjabat

Selama Menjabat

Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai instrumen pengelolaan SDM seperti mengangkat atau

mempromosikan PN/WL berdasarkan kepatuhan LHKPN nya.

Sebagai instrumen untuk mengawasi harta kekayaan PN/WL.

Akhir Menjabat

Sebagai instrumen akuntabilitas bagi PN/WL dalam

mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaan.



e-Filling





e-Filling adalah aplikasi dalam aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh

Penyelenggara Negara / Wajib LHKPN (PN/WL) untuk mengisi

LHKPN secara online.

Apa yang dimaksud dengan e-Filling ?

Siapa penyelenggara Negara (PN) yang harus

menyampaikan e LHKPN?

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Penyelenggra Negara

adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau

yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan

dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapan periode atau waktu penyampaian e-Filling

LHKPN?

Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 07 tahun 2016, Penyelenggara

Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

Pelaporan Khusus

1) Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali

menjabat;

2) Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah

berakhirnya masa jabatan atau pensiun; serta

3) Saat berakhirnya masa jabatan atau pension sebagai Penyelenggara

Negara.

Pelaporan Periodik

Setiap 1 (satu) tahun sekali, dalam jangka waktu paling lambat tanggal

31 Maret pada tahun berjalan.

*) Pelaporan khusus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3

(tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan

kembali / berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.



Bagaimana cara mendapatkan akun e-Filling?

PN/WL akan

mendapatkan email 

notifikasi aktivasi akun

untuk login e-Filling.

PN/WLmelakukan

aktivasi dengan login 

menggunakan username 

dan password yang 

telah diterima.

Setelah melakukan

login selanjutnya

PN/WL dapat

melakukan pengisian

LHKPN.

Penyelenggara Negara 

mengisi formulir

permohonan aktivasi

LHKPN. (terdapat di menu 

unduh pada aplikasi

elhkpn.kpk.go.id)

Penyelenggara Negara 

menyerahkan formulir

aktivasi yang telah diisi

dan disertai foto copy

KTP ke Admin Instansi.

Admin Instansi

mendaftarkan akun

untuk PN/WL



Bagaimana tahapan pengisian e-Filling LHKPN?

Dokumen yang dikirim ke KPK hanya 

berupa Surat Kuasa (lampiran 4) yang 

telah ditandatangani diatas materai, 

termasuk Pansangan dan Anak 

dalam tanggungan dari PN/WL 

yang telah berumur 17 tahun ke atas.

Surat kuasa tersebut hanya 

diserahkan satu kali pada saat 

pertama kali melapor melalui aplikasi 

e-LHKPN.

PN/WL login dengan 

menggunakan  username 

(NIK/ Nomor KTP) dan 

password.

PN akan diminta merubah 

password.

Untuk memulai pengisian 

LHKPN, klik ISI LHKPN BARU

Lengkapi:

Data Pribadi

Data Jabatan,

Data Keluarga

Isi Form

Harta Kekayaan

Isi Form Penerimaan

(isikan total penerimaan  selama 1 tahun)

Isi Form Pengeluaran

(isikan total pengeluaran  selama 1 tahun)

Isi kode token yang diterima melalui SMS 

atau email sesuai data yang didaftarkan saat 

registrasi LHKPN ke halamankode token.

KIRIM LHKPN 

Harta terdiri dari Tanah / Bangunan, Mesin / Alat

Trasnportasi, Bergerak, Surat Berharga, KAS / Setara

KAS, Harta Lainnya, dan Hutang



Hal – hal yang perlu di perhatikan dalam

pengisian e-filling e-LHKPN?

1. Menggunakan nomor HP dan alamat email Pribadi;

2. Hubungi Admin Instansi masing-masing Instansi jika mengalami kendala

dalam pelaporan LHKPN dan Pendaftaran akun baru;

3. Pastikan email pribadi dapat dibuka;

4. 1 alamat email HANYA dapat digunakan untuk 1 akun eLHKPN;

5. Pastikan Tulisan dalam Kotak merah “Aktifkan Akun LHKPN” di klik

sebelum login ke aplikasi;

6. Data Keluarga adalah seluruh anggota keluarga inti baik yang masih

dalam 1 Kartu Keluarga maupun sudah mandiri;

7. Pastikan status pengiriman LHKPN telah berhasil, cek “lembar

penyerahan” di email setelah kode token diinput;

8. Apabila terverifikasi perlu perbaikan dan telah memperbaiki isian harta, 

mohon LHKPN yang telah diperbaiki dikirim kembali sampai proses 

masukan kode token;

9. Apabila ingin mencetak ulang Surat Kuasa PN / Keluarga silahkan untuk

lakukan langkah berikut :

Download Ulang Surat Kuasa PN

• Login

• Lihat tabel “Riwayat LHKPN”, perhatikan kolom “Aksi” terdapat tombol

hijau seperti berikut silahkan di klik untuk download Surat Kuasa

PN

Download Ulang Surat Kuasa Keluarga PN

• Login

• Lihat tabel “Riwayat LHKPN”, perhatikan kolom “Aksi” terdapat tombol

biru muda seperti berikut silahkan di klik untuk preview data

• Klik menu “Data Keluarga” pada tabel Aksi terdapat tombol hijau

di setiap nama keluarga, klik untuk download



Tampilan Form Aktivasi e-Filling

Untuk mendapatkan form aktivasi e-Filling, silahkan unduh melalui
elhkpn.kpk.go.id





e-Registration





e-Registration adalah aplikasi dalam aplikasi e-LHKPN yang digunakan

untuk mengelola data Penyelenggara Negara / Wajib LHKPN (PN /

WL) yang dapat diakses oleh Unit Pengelola LHKPN (UPL) secara

mandiri.

Apa yang dimaksud dengan e-Registration?

Siapa yang bertanggung jawab sebagai Pengelola

LHKPN dalam e-Registration?

Pengelola LHKPN adalah Admin Intansi dan Admin Unit Kerja yang

telah ditetapkan oleh Instansi berdasarkan Peraturan Instansi atau Surat

Keputusan Pimpinan Instansi dalam pembentukan Unit Pengelola

LHKPN.

Kapan periode atau waktu validasi e-Registration

LHKPN?

Pengelola LHKPN melakukan validasi daftar PN / WL dalam jangka

waktu antara bulan November sampai Desember

Manfaat e-Registration

Memudahkan instansi mengelola data  PN/WL yang diwajibkan

untuk menyampaikan LHKPN,

Instansi dapat mengetahui data kepatuhan dan status LHKPN 

PN/WL ter-update.

Peran Admin Instansi dan Admin Unit Kerja

Pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola 

Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan instansinya 

Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola

Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan unit kerjanya pada

masing-masing instansi. 

Admin 

Instansi

Admin 

Unit Kerja



1. Pemberian Akun PN/WL

Pengelola LHKPN mengaktifkan akun e-Filling bagi PN/WL, berdasarkan formulir

pendaftaran yang telah diisi oleh PN/WL.

Data 
PN/WL 

muncul di 
menu 

PN/WL 
Online

Verifikasi

Perubahan
Data

Onlinekan / 
Aktifkan akun

e-Filling 
PN/WL

Pilih PN/WL 
di Menu 
PN/WL 
Offline

Verifikasi

Penambahan
Data

Penambahan data 
melalui menu 

Daftar Individual

2. Monitoring Kepatuhan LHKPN

Monitoring tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara baik dalam pelaporan maupun 

pengumuman LHKPN di instansi masing-masing..

Bagaimana tahapan Unit Pengelola Instansi (UPL) dapat

mengakses aplikasi e-Registration?

Pembentukan UPL dan

Penunjukan Pengelola

LHKPN yang terdiri dari

Admin Instansi dan Admin

Unit Kerja

Pengelola UPL Mengisi dan

Mengirimkan Formulir Aktivasi

Permohonan e-Registration ke

KPK Beserta surat penunjukan

Pengelola LHKPN

Melakukan Aktivasi

akun setelah mendapat

email aktivasi dari

aplikasi e-LHKPN

Lembaga/Instansi

melakukan Harmonisasi

Regulasi tentang LHKPN

Tugas Pengelola LHKPN dalam aplikasi

e-Registration ?



3. Validasi data wajib LHKPN

Pengelola LHKPN melakukan penambahan,  perubahan status dan perubahan data 

jabatan wajib LHKPN yang akan lapor pada tahun berikutnya.

Cek data 
PN/WL di 

menu Daftar
Wajib Lapor
atau menu 
Tracking 
PN/WL

Ada

Apabila bukan
PN/WL, nonaktifkan
PN/WL menjadi Non 

WL

Verifikasi
data Non 

WL

Data Non 
WL pindah
ke menu 

Daftar Non 
WL

Edit Jabatan / 
Tahun Wajib

Lapor milik WL

Verifikasi

Perubahan
Data

Tidak
Ada

Cek data 
PN/WL di 

menu Daftar
Non Wajib

Lapor

Ada
Ubah status 

PN/WL 
menjadi Wajib

Lapor

Verifikasi
Wajib
Lapor

Tidak
Ada

Tambah
Data Wajib

Lapor

Daftar
Individual

Verifikasi
Penambahan
Data di menu 

Verifikasi
Individual



Hal – hal yang perlu di perhatikan dalam

pengisian e-Registration e-LHKPN?

1. Sebelum mendaftarkan nama-nama Wajib LHKPN di instansi,

silahkan untuk mengumpulkan Master Jabatan Instansinya kepada

KPK dengan format yang telah ditetapkan oleh KPK;

2. Pastikan data Wajib LHKPN yang akan didaftarkan sudah lengkap

terutama untuk alamat email dan nomor handphone;

3. Penambahan “Admin Unit Kerja” bisa dilakukan oleh Admin

instansi;

4. Admin Instansi bisa melakukan penambahan Admin Unit Kerja

sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing dan sesuai dengan

prosedur pendaftaran e-Registration;

5. Admin instansi sebelum melakukan approval verifikasi data di

menu e-Registration , pastikan NIK telah sesuai dengan KTP, serta

alamat email dan nomor handphone sesuai dengan isian di form

aktivasi e-filling;

6. Pastikan form aktivasi e-filling telah di tanda tangan oleh PN dan

diparaf di setiap lembar form aktivasi serta dilengkapi dengan

fotocopy KTP;

7. Form e-filling asli yang telah dilengkapi oleh PN / WL dikirim ke

KPK.



Tampilan Form Aktivasi e-Registration

Untuk mendapatkan form aktivasi e-Registration, silahkan unduh
melalui elhkpn.kpk.go.id





e-Announcement





Pentingnya e-Announcement

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, Seluruh elemen

Masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi melalui pengawasan Laporan Harta

Kekayaan PN / WL. Masyarakat dapat membandingkan Pengumuman LHKPN

Penyelenggara Negara dengan realita sehari-hari baik gaya hidup maupun penggunaan

asset, dan dapat menjadikan Pengumuman LHKPN sebagai salah satu pertimbangan

dalam memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah, dan Calon

Wakil Rakyat (Legislatif).

E-Announcement

Penyelenggara

Negara / Wajib Lapor

(PN/WL) / Calon

PN/WL

Laporan HartaMasyarakat Umum



Cara Akses e-Announcement

Masyarakat Umum
Akses e-LHKPN 

melalui link http://e-

LHKPN.kpk.go.id

Pilih menu 

e-Announcement

Sistem akan menampilkan

halaman e-AnnouncementIsikan minimal Nama/NIK PN / WL

yang akan dicari LHKPNnya

beserta kode captcha,

kemudian klik tombol Cari

1 2 3

45

Informasi Pengumuman LHKPN

Informasi Pengumuman Harta Kekayaan PN / WL yang tercantum dalam situs e-

Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh

Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum. KPK

tidak bertanggung jawab atas informasi Harta Kekayaan PN / WL yang bersumber

dari situs dan/atau media lainnya. Apabila terdapat perbedaan informasi antara

pengumuman yang tercantum dalam situs e-Announcement dengan informasi yang

berasal dari situs dan/atau media lainnya, maka informasi yang dianggap valid adalah

informasi yang tercantum dalam situs e-Announcement ini.



1

Masukkan minimal 

Nama/NIK PN / WL yang 

akan dicari LHKPNnya

beserta kode captcha, 

kemudian klik tombol

Akses menu 

e-Announcement 

melalui link 

http://elhkpn.kpk.go.id

Sistem akan

menampilkan daftar

Pengumuman

LHKPN sesuai

dengan kriteria

pencarian

Pada kolom Aksi

klik tombol

Preview Cetak

Pengumuman

Isikan identitas diri

Anda pada Form 

Siapakah Anda

Klik tombol

Download untuk

mendownload

pengumuman

File Pengumuman

LHKPN akan

tersimpan di 

komputer Anda

2 3

456

7

Langkah – Langkah Lihat Pengumuman

Jangan lupa pilih Always allow

pop up agar bisa menampilkan

Lembaran pengumuman LHKPN.



Peran Serta Masyarakat

KPK mengharapkan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk berperan serta dalam

pengawasan harta kekayaan PN / WL dengan cara memberikan informasi tambahan terkait

kepemilikan harta yang dicantumkan maupun yang belum dicantumkan di dalam Pengumuman

LHKPN Penyelenggara Negara. Langkah-langkah Aplikasi Peran Serta Masyarakat sebagai

berikut :

Pada kolom Aksi klik tombol

Kirim Informasi Harta

Akses menu 

e-Announcement melalui link 

http://elhkpn.kpk.go.id

Masukkan minimal 

Nama/NIK PN / WL yang 

akan dicari LHKPNnya

beserta kode captcha, 

kemudian klik tombol

Sistem akan menampilkan

daftar Pengumuman

LHKPN sesuai dengan

kriteria pencarian
Isikan Form Informasi dengan

Identitas diri Anda dan Isi 

Informasi yang Anda tahu terkait

dengan kepemilikan harta PN / 

WL tersebut

Anda juga dapat

melampirkan file yang 

terkait dengan Informasi 

kepemilikan harta PN / 

WL tersebut

Klik tombol Kirim

Anda akan mendapatkan Email dan

SMS berisi informasi kode Token

untuk pengiriman informasi dalam

aplikasi Peran Serta Masyarakat

Masukkan kode Token yang 

diterima melalui email/sms di 

Halaman Konfirmasi Token. 

Kemudian klik tombol Kirim.

Anda akan mendapatkan

email notifikasi bahwa

Informasi yang Anda

berikan sudah berhasil

dikirimkan ke KPK

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10



Peta Kepatuhan





Peta Kepatuhan LHKPN adalah sebuah menu yang disediakan untuk publik agar

dapat memantau seberapa banyak / seberapa patuh Penyelenggara Negara / Wajib

LHKPN (PN/WL) di suatu instansi yang telah melaporkan Laporan Harta

Kekayaannya. Adapun tampilan yang dapat dilihat oleh publik adalah sebagai

berikut :

Peta Kepatuhan LHKPN



Langkah-langkah Akses Peta Kepatuhan

Masuk pada link 
elhkpn.kpk.go.id

Pilih menu “Peta 
Kepatuhan” 

Masuk pada halaman
peta kepatuhan

Terdapat beberapa filter sesuai
kebutuhan dari pengunjung menu 

“Peta Kepatuhan”

Untuk melihat kepatuhan Instansi berdasarkan filter tahun

Pelaporan LHKPN

Untuk melihat kepatuhan Instansi berdasarkan tingkatan

instansi (Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II)

Untuk melihat kepatuhan Instansi berdasarkan filter Bidang

(BUMN/BUMD, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)

Untuk melihat kepatuhan Instansi berdasarkan filter jenis

pelaporannya (Khusus, Periodik)

Untuk melihat kepatuhan Instansi berdasarkan filter status 

UU sesuai UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

Untuk melihat kepatuhan Instansi berdasarkan filter eselon

(1,2,3,4,Fungsional,Non Eselon)

Catatan :





Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan

Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
elhkpn@kpk.go.id198

mailto:elhkpn@kpk.go.id

